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TAHUN ANGGARAN 2020
CAMAT BATANG KAPAS

Surat Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamalan Balang
Kapas Nomor : 140/34/WN-KTND/V-2020 tanggal 19 Mei 2020
perihal Permintaan Evaluasi Perubahan APB Nagari Koto Nan Duo
IV Koto Hilie Tahun Anggaran 2020,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor
14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan
Nagari Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama
Bupati Pesisir Selatan tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor21 Tahun 1957 (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo
Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
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